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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan

perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Arbayah binti Ambo Cinang, NIK 6409014510880004, lahir di Penajam, 05
Oktober 1988, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Penajam RT. 012 Kelurahan
Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Kahar bin Ali, NIK 6409010109890003, lahir di Penajam, 01 September 1989,
agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, dahulu
bertempat tinggal di Penajam RT. 012 Kelurahan Penajam,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Kelas IIA Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2021
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 24

Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 19 Desember 2011 telah berlangsung
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di KUA Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor Akta Nikah 009/09/1/2012 ,
yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2012;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Terakhir tinggal

bersama di Penajam RT. 012 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai
seorang anak yang bernama Alisa binti Kahar lahir pada 22 Juni 2012 dan
tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan kata-kata kasar kepada
Penggugat ketika marah;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019;

6. Bahwa sejak 2017 Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan
Batin kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sudah menjalani hukuman pidana
penjara sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk
rukun dalam rumah tangga,;

10.Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Penajam Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Kahar bin Ali) terhadap
Penggugat (Arbayah binti Ambo Cinang);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan
Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Pnj, sedangkan tidak datangnya itu bukan
disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dari
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari
Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim
menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA
Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Arbayah NIK 6409014510880004
yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 16-03-2018, bermeterai cukup, telah
di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kahar Nomor 6409012902120008 yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 09-10-2017, bermeterai
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cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/1/2012, yang aslinya diterbitkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 02-01-2012,
bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan
(P.3);

4. Fotokopi Petikan Putusan perkara Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Tgt tanggal
23 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, bermeterai cukup dan telah
dicap oleh kantor pos (P.4);

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia
dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang dan pula mengirim
wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya itu bukan disebabkan
suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
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Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam
sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan
Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari hasil
pemeriksaan di persidangan, untuk menentukan apakah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis dan sudah tidak dapat
dipertahankan seperti didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, alat bukti
mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa
fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo.

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
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2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah

memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi
relatif dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya bukti P.1 dan P.2
dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik
dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan
sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 19 Desember 2011, dan antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan
Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Petikan Putusan)
Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan | Bukan Tanaman”.
Selanjutnya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Putusan
tersebut dibacakan pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2017 dan telah
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat dan
ditambah alat bukti Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat
ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada
tanggal 19 Desember 2011;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor
88/Pid.Sus/2017/PN.Tgt yang sudah berkekuatan hukum tetap saat ini
Tergugat sedang menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun karena terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan

Menguasai Narkotika Golongan | Bukan Tanaman”,

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk
didamaikan;

- Tergugat sedang menjalani pidana kurungan dengan vonis selama 5 (lima)
tahun;

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
sudah tidak harmonis dan sudah pecah yang tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 dan Pasal
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu
alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf c
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa telah cukup alasan
perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) dari gugatan Penggugat
dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu Ba’in Shughraa Tergugat
terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3)
mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada
Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara

ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Kahar bin Ali) terhadap
Penggugat (Arbayah binti Ambo Cinang);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami yang
terdiri dari Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Umaeroh
Nur Sabighoh, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
TTD TTD
Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

TTD

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Zulfah, S.H.1.

Perincian Biaya :

PNBP : Rp 60.000,-

Biaya Proses . Rp 50.000,-

Panggilan : Rp 350.000,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



